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KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 234/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016 tentang Jumlah, 

Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Hologram pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 

 

ABSTRAK : berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 

2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan 

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Formulir 

dan Sertifikat yang digunakan di TPS terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda 

khusus berupa hologram. 

 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: 

  UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti   UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5898);  PKPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh PKPU 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota; PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan 

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2016; Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan 

dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 

151/Kpts/KPU/2016. 

 

  Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 234/Kpts/KPU Kota 

Cimahi/011.329201/XII/2016 Tahun 2016 diatur tentang: 



  Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Kebutuhan Hologram sebagaimana terdapat 

Lampiran. 

 

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Desember 2016 

  - Lampiran 3 Lembar 

 


